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Abstrak
 

Provinsi Aceh adalah wilayah dengan otonomi khusus. Sesuai dengan aturan yang bersifat khusus yaitu

Qanun Kehutanan Aceh, Pemerintah Aceh menerbitkan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) untuk

PT Kamirzu. Namun, Pemerintah Aceh mendapat gugatan dari WALHI atas IPPKH yang telah dikeluarkan.

Majelis Hakim akhirnya mengabulkan seluruh gugatan sehingga IPPKH yang diterbitkan Pemerintah Aceh

harus dicabut. Majelis Hakim tidak mendasari putusannya pada Qanun Aceh selaku aturan khusus yang

berlaku di Aceh, melainkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Penelitian ini hendak

menjelaskan bahwa Peraturan Menteri tidak sesuai dengan Qanun Aceh dan putusan hakim tidak sesuai

dengan peraturan penanam modal pada sektor kehutanan. Dengan demikian, penelitian ini berupaya

menjawab permasalahan dengan metode penelitian kualitatif yaitu meninjau peraturan perundang-undangan

dan melibatkan studi literatur maupun wawancara. Hasil penelitian menyatakan bahwa Qanun Aceh Nomor

7 Tahun 2016 tentang Kehutanan tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sehingga Peraturan Menteri tidak dapat diterapkan dalam mengatur kewenangan Pemerintah Aceh.

Pencabutan Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPKH) PT Kamirzu oleh PTUN Banda Aceh menyalahi

aturan penanaman modal dan aturan khusus yang berlaku di Aceh. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2018

adalah aturan yang mengatur penanaman modal asing, bukan peraturan pusat karena Aceh adalah wilayah

otonomi khusus. Hal ini selaras dengan asas lex specialis derogate legi generali. Dengan demikian, Putusan

Majelis Hakim mengabaikan kewenangan khusus Aceh. Pemerintah Aceh harus menegaskan bahwa

Peraturan Pusat tidak bisa membatalkan Qanun Aceh. Dalam rangka menjaga kepastian hukum, pemerintah

pusat harus menerima otonomi khusus Aceh.

......Aceh province is a region with special autonomy. In accordance with specific rules, namely the Aceh

Forestry Qanun, the Government of Aceh issued a Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) for PT

Kamirzu. However, the Government of Aceh received a lawsuit from WALHI over the IPPKH that had been

issued. The Panel of Judges finally granted the entire lawsuit so that the IPPKH issued by the Government

of Aceh had to be revoked. The Panel of Judges did not base their decision on the Aceh Qanun as a special

rule that applies in Aceh, but rather the Regulation of the Minister of Environment and Forestry. This

research wants to explain that Ministerial Regulations are not in accordance with the Aceh Qanun and

judges' decisions are not in accordance with investment regulations in the forestry sector. Thus, this study

seeks to answer the problem with qualitative research methods, namely reviewing laws and regulations and

involving literature studies and interviews. The results of the study stated that the Aceh Qanun Number 7 of

2016 concerning Forestry was not in accordance with the Minister of Environment and Forestry Regulation

so that the Ministerial Regulation could not be applied in regulating the authority of the Government of

Aceh. The revocation of PT Kamirzu's Borrow-to-Use Forest Area Permit (IPPKH) by PTUN Banda Aceh
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violates investment regulations and special regulations that apply in Aceh. Aceh Qanun Number 5 of 2018 is

a rule that regulates foreign investment, not a central regulation because Aceh is a special autonomous

region. This is in line with the principle of ex specialis derogate legi generali. Thus, the Panel of Judges'

Decision ignores Aceh's special authority. The Aceh government must emphasize that the Central

Regulation cannot cancel the Aceh Qanun. In order to maintain legal certainty, the central government must

accept Aceh's special autonomy.


